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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATIJRAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 313 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKA.IIJ, ORGANISASI DAN TATA KERJA PLJSAT PELAYANAN
KESEH.I\TAN HEWAN, TEKNOLOGI PETERNA.KAN DAN

"ENGUJIAN MUTU HASIL PETERNA~:''I,N

DE:NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Per<lturan Daerah Nomor 1;;
Tahun 2C14 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 70 ayat (2;
Peraturar, Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan T"tc
Kerja Din"s Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan perlu, menetapkar,
Peratumn Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerjc
Pusat Pe!ayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujiar
Mutu H:~sil Peternakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2. Undan[l-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undan~l-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undan!l'-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriks,lan
Pengelclaan dan Tanggung Jawab Keuangan IlJegara;

5. Undan!~-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daeral"' Khusus Ibukota Jakarta sebagai Illukota Negara KesatL ar
Republik Indonesia;

6. Undan!l-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Keseh<ltan Hewan;

7. Undan!)·-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

8. Undan[l-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentan~1 Pangan;

9. Undan[l-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang l\paratur Sipil Negara;
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;

13, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan,
Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;

14. Peraturarl Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;

15, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

16. Peratumn Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan ,:Jemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

'I
18. Peratun:m Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

NegaralDaerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 201;~ tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

22, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan;

23. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian
Zoonosis;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2C11;

25. Peraturon Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak ke
Dalam dan Dari Wilayah Republik Indonesia;

27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1982 tentang
Koordinasi Bagi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Rabies"diJaerah;

. ,I
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28. Peraturar Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan
Pemotonnan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di Wilayah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

29. Peraturar Daerah Nomor 3 Tahun 1990 tentann Usaha Persusuan di
Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penampungan dan
Pemotonnan Unggas Serta Peredaran Daging UnlJgas;

31. Peraturarl Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan
Rentan Rabies Serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian.
Pemeliharaan dan Peredaran Unggas;

33. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

34. Peraturar. Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 t,'mtang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

M6'letapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATP. KERJA PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN,
TEKNOLOGI PETERNAKAN DAN PENGU.JIAN MUTU HASIL
PETERNAK,\N.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah ajalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Guberpur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Sekretari·3t Daerah adalah Sekretariat Daerah F'rovinsi Daerah Khusw;
Ibukota Jakarta.

5. Badan P'3ngelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkal
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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7. Biro Org:anisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Dinas f>elaL tan, Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Kelautan,
Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan
Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Pusat Pelay-anan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan adalah Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan,
Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan Dinas
Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

11. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan,
Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Petsrnakan.

12. Satuan .Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan K.Hrj.3 Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit
Kerja atau ~;ubordinat SKPD.

14, Pengujian Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesrnavet) Mikrobiologi dan
Biomolekuler adalah Pengujian Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan,
Teknolog'i Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan.

15. Pengujian -<esehatan Masyarakal Veteriner (Kesmavet) Fisikokimiawi
adalah Pe1gujian Pusat Pelayanan Kesehaten Hewan, Teknologi
Peternakan dan Pengujian Mulu Hasil Peternakan.

16. Pengujian Diagnostik adalah Pengujian Pusat Pelayanan Kesehatan
Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan.

17. Pusat KesE,hatan Hewan (Puskeswan) adalah PL'sat Kesehatan Hewan
Pusat Petal'anan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan.

18. Teknologr f'roduksi Pelernakan dan Pengolahan Produk Hewan adalah
pelaksana kaji terap, aplikasi dan percontohan teknologi produksi
peternakan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Pelernakan dar.
Pengujian Mulu Hasil Pelernakan.

19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, welf/enang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam sualu
saluan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian da 1/atau keterampilan tertentu.

20. Aparatur ~;ipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkw. oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang­
undangan.

21. Pegawai' N "geri Sipil adalah Warga Negara Indonflsia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara
tetap ol~~h pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintah.31l.
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22. Pegawai' Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan
tugas pemerintahan.,

23. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan
hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian
dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik
reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan
serta kea'manan pakan.

24. Kesehatan Vlasyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan
dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung ataupun tidak
langsung mampengaruhi kesehatan manusia.

25. Hewan adaiah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus
hidupnya bmada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun
di habitatny3.

26. Produk hewan adalah semua bahan yang berasat dari hewan yang masih
segar dan/3tau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi,
farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan
kebutuhwi I,emaslahatan manusia.

27. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pcda hewan antara lain
disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme,
trauma, kei-acunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen
seperti viru~;, bakteri, cendawan dan ricketsia.

28. Zoonosis apalah penyakit hewan yang dapat ditularkan ke manusia atau
sebaliknya.

29. Surveilans adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus.
berkesinarnbungan, dilaksanakan secara periodik untuk menetapkan
secara periodik untuk menetapkan status, situasi, distribusi dan tingkat
prevalensi/ilsidensi penyakit hewan.

30. Penyidikan Penyakit Hewan adalah serangkaian ~egiatan yang dilakukan
oleh Otoritas Veteriner untuk mengungkap penyebab penyakit hewan,
mengetahu: interaksi antara penyebab penyakit dengan induk semang
(hospes) da:l tingkungan.

31. Observasi adalah tindakan pengamatan terhadar; hewan penular rabies
(HPR) di sLatu tempat tertentu selama 14 (empat belas) hari.

32. Nekropsi (lJedah bangkai) adalah tindakan lanjutan dari diagnosa klinis
untuk menE,guhkan hasil diagnosa.

33. Adopsi helVan adalah proses mengambil alih pErawatan dan tanggung
jawab dalam memelihara seekor hewan yang ditelantarkan, dibuang, tidak
lagi diinginkan dan tidak bisa dirawat lagi oleh pemilik sebelumnya atau
hewan y,ln9 telah diselamatkan.

34. Eliminasi a:Jalah tindakan pemusnahan melalui obat-obatan tertentu untu~

mengendalikan populasi hewan penular rabies.

35. Inseminclsi buatan adalah teknik memasukkan m,mi atau semen kedalam
alat reprtld'Jksi ternak betina sehat untuk dapat me:nbuahi sel telur dengan
menggurlakan alat inseminasi dengan tujuan agar tl'lrnak bunting.
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36. Kemajiran adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjadinya
gangguan pmses reproduksi yang disebabkan oleh 1 (satu) atau banyak
faktor yang cJapat terjadi baik pada ternak jantan maupun betina.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan,
Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Pusat Pelay,man Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasi: Peternakan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan,
Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan pengelolaan
pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dar>
Teknologi Peternakan.

(2) Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Has!'1 Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawclh dan bertanggung
jawab kepaoa Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Pusat Pe:ayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
pelayanall Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Teknologi Peternakan.

(2) Untuk mela',:sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat
Pelayanan f<esehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu
Hasil Peterilakan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat
Pelayana:l Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan;

b. pelaksan;lan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Tekne-Iogi Peternakan dan
Pengujian Mutu Hasil Peternakan;

c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur wknis Pusat Pelayanan
Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil
Peternakan;

d. pelaksan.lan kegiatan pemeriksaan diagnostik laboratoris terhadap
bahan/spesimen hewan;
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e. pelaksanaCin pelayanan kesehatan hewan di Pusat Kesehatan Hewan, .

dan di tempat pengguna jasa;

f. pelaksanaan surveilans, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;

g. pelaksan8an pelayanan observasi rabies;

h. pelaks'anaan adopsi dan eliminisasi hewan penular rabies;

i. pelaksanaan pemeriksaan kemajiran dan gangguan reproduksi;

j. pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan;

k. pelaksanaan pengujian mutu dan pengolahan produk hewan secara
mikrobiologi, biomolekuler, fisik dan kimiawi;,

I. pelaksanaan kaji terap, aplikasi dan percontohan teknologi peternakan;

m. pelaksan:aan pelayanan teknologi reproduksi ternak (inseminasi buatan,
pemeriksaan kebuntingan, asistensi teknik reproduksi);

n. pelaksanaan penerapan leknologi pengolahan limbah peternakan;

o. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendidikan kesehatan hewan, kesehatan
masyarakat veteriner dan leknologi produksi pelernakan;

p. pelaksanaCin penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi
peralatan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan
dan Pen~lujian Mutu Hasil Peternakan;

q. pelaksanaan aplikasi dan bimbingan teknis keterampilan kesehatan
hewan, kasehatan masyarakat veteriner dan teknologi peternakan;

r. pelaksanaan pengelolaan teknologi informosi Pusat Pelayanan
KesehatCin Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu HasH
Peternak,m;

s. pelaksanaan pemungutan, penCilausahaan, pen~letoran, pelaporan dan
pertanggJngjawaban penerimaan retribusi Pusat Pelayanan Kesehatan
Hewan, Teknologi Pelernakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan;

t. pelaksan<lan kerja sama dan kemilraan dalam pelayanan teknis di bidang
kesehaten hewan, teknologi peternakan dan pengujian mutu hasil
pelernakan;

u. pengelolaan prasarana dan sarana Pusat Pelayanan Kesehalan Hewan,
Teknoiogi Peternakan dan Pengujian Mulu HasH Pelernakan;

v. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusal Pelayanan
Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil
Petemakan;

w. penge\olaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pelayanan
Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Has;1
Pelernaf;an;

x. pengelolaan kearsipan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi
Peternakan dan Pengujian Mutll HasH Peternakan;

y. pelaksa"aan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Pelayanan
KesehCltan Hewan, Teknologi Peternakan dar. Pengujian Mutu Hasil
Petemak an; dan

Z. pelape,ran dan pertanggungjawaban pelaksanaan
Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi
Penguji2n Mlitu HasH Peternakan.

tugas dan fungsi
Peternakan dan
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BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan ,Organisasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi
Peternakan' dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan, terdiri dari :

a. Kepala 'Pusat;

b. Subqagian Tata Usaha;

c. Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan dan Pengujian Mutu Hasil
Peternakan;

d. Satuan Pelaksana Teknologi Produksi Peternakan dan Pengolahan
Produl< Hewan; dan

e. Subkelornpok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan SuslJnan Organisasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi
Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan sebagaimana tercantum
dalam LamiJiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusai: mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat
Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutl!
Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

b, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana serla
SubkelompJk Jabatan Fungsional;

c. melaksanal,an koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau
Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelak<,anaan tugas dan fungsi
Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan,

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagicln Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan
administra(;i Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan
dan Pen9ujian Mutu Hasil Peternakan.
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(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusur bahan reneana strategis dan reneana kerja dan anggaran
Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan
Pengujian Mutu Hasil Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan reneana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan
Pengujian Mutu Hasil Peternakan sesuai dengan Iingkup tugasnya;

e. mengoordinasikan penyusunan reneana strategis dan reneana kerja dan
anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan
dan Peng'Jjian Mutu Hasil Peternakan;

d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
reneana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusat
Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peter:lakan dan Pengujian
Mutu Has,1 Peternakan;

e. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis Pusat Pelayanan
Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil
Petern<Jkan;

f. melaksan.3kan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat
Pelayana.1 Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Has I Peternakan;

g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat
Pelayal-,an Kesehatan Hewan, Teknologi Peteillskan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Pusat Peiayanan Kesehatan
Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mulu Hasil Peternakan;

i. melaksiJnakan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi Pusat Pelayanan Kesehatan
Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan
sesuai c1e'1gan lingkup tugasnya;

j. melaksanakan penyecliaan, penatausahaan, pen(lQunaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana clan sarana kerja Pusa', Pelayanan Kesehatan
Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan;

k. menghirn,Jun, menganalisis clan mengajukan kebutuhan penyediaan,
pemelihal'aan serta perawatan prasarana dan sarana kerja Pusat
Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan;

I. memelihcra keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan
kenyarna'1an kantor Pusat Pelayanan Keseha·an Hewan, Teknologi
Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakar ;

m. melaksar akan pengelolaan teknologi inforrulsi Pusat Pelayanan
Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil
Peternakan;

n. melaksar·akan publikasi kegiatan clan pengaturan aeara Pusat
Pelayanan Kesehatan Hewan. Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu HasH Peternakan;

o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuanga1, kinerja dan kegiatan
serta ak;Jntabilitas Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi
Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakar-; clan

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagic.n Tata Usaha.
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Bagian Keempat

Satuan Pelclksana Kesehatan Hewan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan

PasalS

(1) Satuan Petaksana Kesehatan Hewan dan Pengujian Mutu Hasil
Peternakan' merupakan Satuan Kerja lini Pusat Pelayanan Kesehatan
Hewan, Teknotogi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan datam
pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan dan pengujian mutu hasil
peternakan.

(2) Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan dan Pengujian Mutu Hasil
Peternak~1Il dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Kepala Satl/an Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan
jabatan 'strul~tural.

(4) Kepala Satl8n Pelaksana sebagaimana dimaksud (Jada ayat (3) diangkat
dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.

(5) Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan dan Pengujian Mutu Hasil
Peternakan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencarla kerja dan anggaran
Pusat . I'elayanan Kesehatan Hewan, Teknclogi Peternakan dan
Pengujian Mutu Hasil Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Pusat I'elayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan
Pengujian Mutu Hasil Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. men) usun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Pusat
Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Petern3kan dan Pengujian
Mutu Hesil Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. melaksclnakan eliminasi hewan yang berbahaya bagi kesehatan dan
kehidupan manusia dan hewan;

e. melaks8nakan bimbingan teknis dan pelatihan pelayanan kesehatan
hewan oan pengujian mutu hasit peternakan;

f. mengembangkan teknologi pemeriksaan kesehatan hewan dan
pengujian mutu hasil peternakan;

g. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan di Icusat kesehatan hewan,
taman t3rnak dan tempat pengguna jasa, berl/pa pemeriksaan klinis,
pencega;lan dan penyembuhan penyakit heW2n termasuk rawat inap
(Puskeswan);

h. melaksc nakan pemeriksaan kemajiran dan gangguan reproduksi pada
ternal( besar;

i. melakscnakan pelayanan observasi terhadar' hewan yang diduga
terkena penyakit rabies di rumah observasi rabiE's;

j. melak.sclnakan kegiatan proses penerbitc,n Surat Keterangan
Kesetlat:an Hewan;

k. melaksclnakan pelayanan penitipan hewan;
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I. melaksanakan penampungan hewan rentan rabies;

m. melaksanakan penyaluran (adopsi) hewan renlan rabies yang sehat
kepada masyarakat yang membutuhkannya;

n. melaksanakan pemusnahan bangkai hewan;

o. melaksanakan pengendalian hama dan penyakit;

p. melaksanakan uji banding dan profisiensi kegiatan sistem mutu;

q. melaksanakan pemeriksaan secara laboratoris terl1adap produk hewan
dan dia\Jnosa terhadap bahan/spesimen hewan;

r. melaksanakan nekropsi hewan;

s. melaksclnakan penyidikan penyakit hewan;

I. melakscnakan monitoring secara laboratoris (surveilans) penyakit
hewan (an produk hewan;

u. melaksanakan pemetaan penyakit hewan menular;

v. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, kalibrasi dan sterilisasi
inventaris Laboratorium;

w. melaksclnakan pelayanan bimbingan, pelatihan dan penelitian bagi
masyarakat dan pelajar/mahasiswa;

x. melaksclnakan pemeriksaan sanitasi dan higienis sarana penyimpanan,
penganqkutan dan penjualan produk hewan secara mikrobiologi dan
biomoiekuler;

y. melaksanakan penelusuran terhadap sumber pencemaran mikroba dan
resid'J Entibiotika;

z. melaksa,lakan pelayanan pengujian laboratOi"is terhadap pemalsuan
dan can"luran produk hewan secara fisik dan kimiawi;

aa. melaksanakan pelayanan pengujian laboratoris terhadap produk
pangan yang dicurigai berasal dari hewan mati/bangkai: dan

ab. melap'o'kan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan
Pelaksclna Kesehatan Hewan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan.

Bagian Kelima

. Sal:uan Pelaksana Teknologi Produksi Peternakan dan
Pengolahan Produk Hewan

Pasal 9

(1) Satuan Pelaksana Teknologi Produksi Peternakan dan Pengolahan Produk
Hewan nle'upakan Satuan Kerja lini Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan,
Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan dalam
pelaksanaclrl kegiatan pengembangan dan bimbingan keterampilan
teknologi p3ternakan dan pengolahan produk hewan.

(2) Satuan PE;laksana Teknologi Produksi Peternakan dan Pengolahan Produk
Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang
berkeduclukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusal.

(3) Kepala Sa:uan Pelaksana sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) bukan
jabatan struktural.

(4) Kepala ~;a(uan Pelaksana sebagaimana dimaksucl pada ayat (3) diangkat
dan dibe:h"ntikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusal.
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(5) Satuan Pelal<sana Teknologi Produksi Peternakan dan Pengolahan Produk
Hewan mempunyai tugas :

a. menyuslIl1 bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan
Pengujian Mutu Hasil Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksa.lakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan
Pengujian Mutu Hasil Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Pusat
Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu'Hasii Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. melaksanakan kaji terap, percontohan dan aplikasi teknologi pakan
ternak dan reproduksi ternak di taman ternak Dinas Kelautan,
Perta!~ian dan Ketahanan Pangan;

e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan hewan/ternak
percontohan di taman ternak Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan
Pangan'

f. melaksanakan pemeliharaan kebun hijauan makanan ternak di taman
ternal< Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;

g. melaksanakan pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan
dan aSlftensi reproduksi ternak pada sapi perah dan kambing/domba;

h. melaksanakan pelayanan bimbingan, pelatihan dan penelitian bagi
masyarE kat dan pelajar/mahasiswa;

i. melaksBnakan seleksi bibit ternak dan produksi nasi I ternak;

j. melaksE.l1akan bimbingan ketrampilan dan aplikasi teknologi
peternal<an, teknologi pengolahan hasil dan limbah peternakan;

k. melal,sclnakan pemeliharaan dan perawatan prE.sarana dan sarana kaji
terap. aplikasi dan percontohan teknologi produl<si peternakan serta
bimbingan keterampilan teknologi pengolahan l1asil ternak dan limbah
peterna'(an; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pel'3ksanaan tugas Satuan
Pelak:;ana Teknologi Produksi Peternakan dan Pengolahan Produk
Hewan.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal10

(1) Pusat Pel3;/anan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan
Fungsional.

(2) Pejabat F:ungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
tugas dl3:arn susunan organisasi struktural Pusaf Pelayanan Kesehatan
Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu He.sil Peternakan.

Pasal 11

(1) Dalam ra 19ka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat
fungsionill, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat Pelayanan
KesehatEm' Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil
Peternak,'n sebagai bag ian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas
Kelautan. -Fertanian dan Ketahanan Pangan.
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(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusa!.

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaima'la dimaksud pada ayat
(2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat
fungsional yang berkompeten dan berintegritas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsi'Jnal Pusat Pelayanan
Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil
Peternakan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bag ian dari
pengaturan jabatan fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan
Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

(1) Kepala PUS2t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan
StrukturalEselon III A.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) rne,upakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusal Pelayanan Kesehatan
Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan wajib
taat dan berpedoman pad a ketentuan peraturan pe··undang-undangan.

(2) Kepala PlI'3at mengembangkan koordinasi dan kerja sarna dengan
SKPD/UKFD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja
dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan
Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu HasH
Peternakan.

Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para K2.pala Satuan Pelaksana,
Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Pelayanal1
Kesehatan H"wan, Teknologi Peternakan dan F'engujian Mutu Has!1
Peternakan wajib melaksanakan tug as masing-rnasing sesuai dengar,
ketentuan pHaturan perundang-undangan serta 'Tlenerapkan prinsip
koordinasi, !(Erja sarna, integrasi. sinkronisasi, sirnplifikasi, akuntabilitas
transparansi, efaktivitas dan efisiensi.

Pasal 15

(1) Kepala Plisat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat
Pelayamm :<esehatan Hewan. Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu
Hasil Pet"rnakan wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan.
memberik,1n bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas,
membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
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(2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
Pelaksana, Ketua Sub Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada
Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasi: Peternakan wajib mengikuti dan memaluhi perintah kedinasan
atasan ma&ing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Pasal 16

Kepala Pusat, I<epala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana
dan Ketua .Sub Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pelayanan
Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil
Peternakan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan
masing-masing serta mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan apabila
menemukan .ad3nya penyimpangan dan/atau indikasi pElnyimpangan.

Pasal 17

(1) Kepala PUSilt, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada
Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan. Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan, wajib menyampaikan laporan dan kendala
pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan
ketentuan ~ eraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

(1) Sekretari8t Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pembinai,n kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
birokrasi lerhadap Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi
Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan sebagai bag ian dari
pembinaar. kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
birokrasi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

(2) Ketentuanlebih lanjut mengenai pembinaan sebanaimana dimaksud pada
ayat (1), di'atur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Pegawai pad a Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan
dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan merupak.3n merupakan Pegawai
Aparatur Sipil Negara, terdiri atas •

a. Pegav-ai Negeri Sipil; dan

b. Peg"v-ai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dim"k~ud pada ayat (1 ).
dilaksan:3kan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangi'm
tentang ,S~aratur Sipil Negara.
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(3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pu!;at Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan
Pengujian Mutu Hasil Peternakan mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

(1) Belanja peiaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan,
Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil F'eternakan dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang
keuangan negara/daerah.

Pasal 21

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat
Pelayanan I<esehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu
Hasil Peterrakan merupakan pendapatan Daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

(1) Aset yang dipergunakan oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan,
Teknologi f~eternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan sebagai
prasarana jan sarana kerja merupakan aset Daerah dengan status
kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.

(2) Pengelol<larl aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundan;)-dndangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik
negara/dae-ah.

Pasal 23

(1) Prasarana clan sarana kerja yang diterima dalam bantuk pemberian, hibah
atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Pusat Pelayanan Kesehatan
Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan dalarn
rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang
Daerah.

(2) Penerimaan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera
diiaporka'i kepada Kepala Dinas dan selanjutl"ya dilaporkan kepada
Gubernur rnelalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PF'KD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicata!
dalam daftar Barang Milik Daerah.
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BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILlTI,S

Pasal 24

(1) Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Pet'3rnakan dan Pengujiar'
Mutu Hersil Peternakan menyusun dan menyam~ai (an laporan berkala
tahunan,' s3,nester, triwulan, bulanan dan/atau se'Naktu-waktu kepada
Kepala'Dinas,

(2) Laporan !;3l!c1gaimana dimaksud pada ayat (1), antala IiLn meliputi laporan :

a, kepegill/\ aian;

b. keuan,Jan;

c. kinerja:

d. barang'

e. akuntabi i~as; dan

f. kegiatan

Pasal 25

Dalam rangi<a akuntabilitas, Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknolo~J

Peternakan dE n Pengujian Mutu Hasil Peternakan I'lengembangkan sisterr·
pengendalian i lternal sebagai bagian dari sistem pen!jelldalian internal Dines
Kelautan, Pel1clnian dan Ketahanan Pangan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasall terhadap Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknolo~Ji

Peternakan da 1 Pengujian Mutu HasH Peternakan dilak sanakan oleh :

a. Lembaga 'legara yang mempunyai tugas memeril<sa pengelolaan da'l
tanggung j:3Nab keuangan negara; dan

b. Aparat p3ngawasan intern pemerilltah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jaba :,111 dan kebutuhan peralatan kerja ~iatur/ditetapkan dengall
Peraturan Gucernur/Keputusan Gubernur tersendiri, ~,nsuai dengan kebutuhan,
kemampuani<'luangan daerah dan prioritas daerah.



17

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

a. Peratur<lr, Gubernur Nomor 113 Tahun 201 G tentang Pembentukan,
Organisani dan Tata Kerja Laboratorium Kesehati;n Masyarakat Veteriner,

b. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2010 tentang Pembentukall,
Organisa~;i dan Tata Kerja Balai Kesehatan HeWElll can Ikan; dan

c. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 201lJ. tentang Pembentukan,
Organisa!;i dan Tata Kerja Pusat Teknologi ProdlJ'<si dan Pengolahan H8Sii
Peternai«m;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal29

Peraturan (ubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap (,rang mengetahuinya, memerintahkan pe-'gundangan Peraturan
Gubernur illi dengan penempatannya dalam Berite. Daerah Provinsi Daer:~h

Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 DlJ5ember 2014

GUBERNUR PRO',INSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

tid.

BASUKI T. PURNAMA

I:.iundangkan di Jakarta
~;ada tanggal 31 Desembr,r 2014

:.,.:':KRETARIS DAERAH F'ROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKCI-,-A JAKARTA,

ttd.

S,l\;::FULLAH

8ERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKART/\
'AHUN 2014 NOMOI~ 62180
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